
 
 

 
 

 
 
 

 
WALI KOTA TARAKAN 

PROVINSI KALIMANTAN UTARA 

 
PERATURAN WALI KOTA TARAKAN 

NOMOR   45  TAHUN 2025 
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 51 TAHUN 2021 

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA 
TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALI KOTA TARAKAN, 
 
 

Menimbang : a. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 51  
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah sudah tidak sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga 

perlu diubah; 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota 
Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997  

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3711); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

 
 
 

S A L I N A N 



- 2 - 
 

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 6477); 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi 
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021  
Nomor 546); 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang 
Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah Untuk 

Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 181); 

9. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2016  

Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan 
Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2020 
Nomor 60); 

10. Peraturan Wali Kota Nomor 51 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2021 
Nomor 451); 
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MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 51 TAHUN 2021 
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS 

DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. 
 

  Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 51 

Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Tarakan 

Tahun 2021 Nomor 451), diubah sebagai berikut: 
 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Tarakan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai 

unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang 

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota 

Tarakan. 

3. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali 

Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Daerah. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota 

Tarakan. 

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 

selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan. 

7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan. 

8. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan. 

9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat 

ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan 

pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang 

bekerja pada intansi pemerintah. 

10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya 

disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil 

dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja 

yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian 

dan diserahi tugas dalam suatu jabatan 

pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya 

dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. 
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11. Kelompok jabatan fungsional adalah Kelompok 

Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan 

wewenang secara penuh oleh pejabat yang 

berwenang sesuai dengan keahliannya dalam 

rangka penunjang tugas pokok Dinas. 

12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan 

yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan 

pelayanan fungsional yang berdasarkan pada 

keahlian dan keterampilan tertentu. 

13. Jabatan Pelaksana yang selanjutnya disebut 

Pelaksana adalah sekelompok Jabatan yang berisi 

fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan 

publik secara administrasi pemerintahan dan 

pembangunan. 

14. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang 

menduduki Jabatan Fungsional pada instansi 

pemerintah. 

 

2. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

 
Pasal 20 

(1) Bagian Pengkajian Perundang-undangan dan 

Persidangan sebagaimana dimaksud dalam    
Pasal 5 huruf c merupakan unsur pembantu 

Sekretaris DPRD yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD. 

(2) Bagian Pengkajian Perundang-Undangan dan 

Persidangan dipimpin oleh Kepala Bagian. 
(3) Kepala Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) membawahi jabatan fungsional dan pelaksana. 
(4) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) yaitu jabatan fungsional ahli muda dan 

jabatan fungsional ahli pertama. 
(5) Jabatan fungsional dan pelaksana sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) diberikan tugas tambahan 

sebagai ketua tim kerja melalui penugasan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  
 
3. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
 

Pasal 23 

(1) Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d 

merupakan unsur pembantu Sekretariat DPRD 
yang berada dibawah dan bertanggung jawab 
kepada Sekretariat DPRD.  

(2) Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan 
dipimpin oleh Kepala Bagian. 
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(3) Kepala Bagian sebagaimana dimaksud pada    
ayat (2) membawahi jabatan fungsional dan 

pelaksana. 
(4) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) yaitu jabatan fungsional ahli muda dan 

jabatan fungsional ahli pertama. 
(5) Jabatan fungsional dan pelaksana sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) diberikan tugas tambahan 

sebagai ketua tim kerja melalui penugasan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  
 
4. Pasal 26 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 26 berbunyi 

sebagai berikut: 
 

Pasal 26  

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas 
melakukan kegiatan sesuai dengan bidang Pejabat 

Fungsional berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) dihapus.  

 
5. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
 

Pasal 27 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas 
sejumlah Pejabat Fungsional yang terbagi dalam 
berbagai Kelompok Jabatan Fungsional sesuai 

dengan bidang keahlian. 
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) merupakan Pejabat 
Fungsional yang diangkat melalui 
penyesuaian/inpassing berkedudukan dibawah 

dan bertanggung jawab secara langsung kepada 
Sekretaris DPRD. 

(3) Dalam hal Kelompok Jabatan Fungsional yang 
akan diduduki sebagaimana dimaksud pada    
ayat (2) memiliki kelas jabatan yang lebih tinggi 

daripada Kepala Bagian, berkedudukan dibawah 
dan bertanggung jawab secara langsung kepada 
Sekretaris DPRD. 

(4) Kelompok Jabatan Fungsional yang dimaksud 
pada ayat (3) memiliki tugas memberikan 

pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

(5) Jumlah Pejabat Fungsional sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai 

kebutuhan dan beban kerja berdasarkan hasil 
analisis jabatan dan analisis beban kerja.  
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6. Ketentuan Lampiran Peraturan Wali Kota Nomor 51 
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah diubah sehingga menjadi 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Wali Kota ini. 

 

Pasal II 
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan. 

 

 
Ditetapkan di Tarakan 

pada tanggal 28 November 2025 
 
WALI KOTA TARAKAN, 

 
               ttd 

 

 
KHAIRUL 

 
 
Diundangkan di Tarakan 

pada tanggal 28 November 2025 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN, 
 
 

                            ttd 

 
JAMALUDIN 

 
 

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2025 NOMOR 661 
 

 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
KAMAL, S.H, M.Pd. 

        NIP 197702282007011013 



 
 

LAMPIRAN   
PERATURAN WALI KOTA TARAKAN  

NOMOR   45   TAHUN 2025 
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  

WALI KOTA NOMOR 51 TAHUN 2021 
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 

SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

 
 

STRUKTUR  ORGANISASI  

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 

  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

           
WALI KOTA TARAKAN, 

 
ttd 

 

 
KHAIRUL 

 
 

SEKRETARIS 

DPRD 

SUB BAGIAN UMUM 

 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

BAGIAN PENGKAJIAN 
PERUNDANG-UNDANGAN 

DAN PERSIDANGAN  

 

BAGIAN UMUM DAN 
KEUANGAN 

 

BAGIAN FASILITASI 
PENGANGGARAN DAN 

PENGAWASAN  

 

JABATAN FUNGSIONAL 
DAN PELAKSANA 

JABATAN FUNGSIONAL 
DAN PELAKSANA 

SUB BAGIAN 

PROGRAM DAN 
KEUANGAN 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
KAMAL, S.H, M.Pd. 

        NIP 197702282007011013 


